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ABSTRAK

Nama : Indah Retno Ariyanti
Program Studi: Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Yuridis tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari

Peraturan Perundang-undangaan yang Berlaku (Studi Kasus
Kewenangan Bertindak dalam Gugatan Perdata Tuan Suhendro
Santoso terhadap PT. Perintis Gria Loka)

Manusia mempunyai keterbatasan dalam menyelesaikan masalahnya, dari
keterbatasan tersebut dapat menjadi jembatan untuk dapat berinteraksi dan
meminta bantuan orang lain. Jalan keluarnya adalah dengan cara pemberian kuasa
baik secara lisan maupun tulisan dari orang yang mempunyai hak dan kekuasaan
penuh terhadap sesuatu kepada orang lain untuk dapat melaksanakan pengurusan.
Permasalahan yang dianalisis adalah tepat tidaknya Keputusan Pengadilan Tinggi
mengenai kewenangan bertindak Penggugat dan penerapan surat kuasa ditinjau
dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dan data yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif, schingga menghasilkan uraian deskriptif
yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Pemberian kuasa dalam hal
bertindak di muka Pengadilan serta dalam pembuatan akta dihadapan notaris
berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Usia dewasa adalah syarat untuk dapat
cakap melakukan tindakan hukum, sedangkan dalam kewenangan bertindak
dibutuhkan kecakapan bertindak. KUH Perdata menyebutkan batas usia dewasa
adalah 21 tahun, sedangkan Undang-undang Jabatan Notaris menerapkan usia 18
tahun sebagai usia dewasa. Perbedaan tersebut bukan berarti mengaburkan
peraturan mengenai penerapan surat kuasa karena pada dasarnya pemberian kuasa
terjadi karena orang yang diwakili tidak cakap hukum, orang yang diwakili tidak
mempunyai kewenangan bertindak, orang yang mewakili memang dalam
kapasitasnya sebagai kuasa. Dari analisa tersebut kedudukan Tuan Suhendro
Santoso dalam akta pengikatan jual beli sudah tepat yaitu sebagai wakil anaknya
yang masih dibawah umur. Sedangkan kedudukannya dalam surat gugatan
jelaslah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri karena tidak disebutkan secara
jelas untuk siapa bertindak, sehingga dalam hal ini Tuan Suhendro Santoso tidak
mempunyai kewenangan bertindak, Alangkah baiknya jika terjadi penyeragaman
dalam penentuan batas usia dewasa, sehingga untuk orang yang awam mengenai
hukum dapat merasa terlindungi dengan adanya kepastian hukum.
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ABSTRACTION

Name : Indah Retno Ariyanti
Programe :  Master of Notary
Title . Juridicial Analysis Regarding The Application Of Power Of

Attorney Reviewed Based On The Prevailing Regulations (Case
Studies On The Authority To Act In The Civil Claim Made By
Mr. Suhendro Santoso Towards Pt. Perintis Gria Loka)

Person have limitations on solving their problems, this limitation can be make
way for them to interact and asking for help from another. One of the solution is
to grant authorization, either verbally or written, to another person who has the
right and full authorization to do something to another to conduct a service. The
issue that is being analysis is whether the High Court Decree concerning the
authority to act of plaintiff and the application of power of attorney is in order or
not being reviewed from Law Number 30 Year 2004 and Indonesian Civil Code.
The writing of this thesis is using juridical normative method and the data
acquired is analyzed qualitatively, so it can produce an descriptive explanation
that can give answer on the issue. The granting of authorization to act in court and
also the making of the deed in front of notary are related with the maturity of
someone. Mature age is one of the requirements to be do legal act. Indonesia Civil
Code gives the age limitation of 21 years old whereas Law of Notary Office
regulates that 18 years old as the mature age. This difference does not mean it
cloud the regulation on the application of Power of Attorney because basically,
related to the granting of authorization, if the person that is being represented does
not legally capable, the person that is being represented does not have the
authority to act, the representing person is in its capacity as the proxy. From that
analysis the position of Mr. Suhendro Santoso in the contract of sales and
purchase deed is right, as the proxy of his underage children. Whereas his position
on the letter of claim is clear that he act for and on behalf of himself, so there is no
need to be explicitly mentioned for whom he act. Therefore in this issue Mr.
Suhendro Santoso do not have the authority to act. It is advisable to standardize
the regulation on limitation of mature age, so people can feel protected by the
existence of legal certainty.

v
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum mengakui hak milik
dan pemilikan perorangan setiap individu masyarakatnya. Sehingga sescorang
dapat mempunyai hak dan kewajiban serta kekuasaan penuh dengan tidak
mengurangi ijin yang harus diperoleh dari pihak yang berwenang dan tanpa
mengabaikan sedikitpun fungsi sosial dari hak dan kekuasaannya atau
pemilikannya itu sendiri dapat melakukan segala sesuatu perbuatan pemilikan.

Termasuk dalam pengertian kekuasaan tersebut adalah kekuasaan untuk
mengalihkan atau memindahkan hak tersebut berikut pemilikannya kepada
orang atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan mengikat semua penduduk.

Walaupun setiap manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban, akan
tetapi tidak semua manusia memiliki kewenangan bertindak atau cakap untuk
bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki
kewenangan bertindak atau cakap untuk melakukan tindakan hukum dapat
diwakili oleh orang lain.

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial hakekatnya tidak dapat
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Masalah dalam lingkungan

kehidupanpun semakin lama akan semakin kompleks sehingga semakin

|
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menjadikan manusia untuk saling membutuhkan dengan sesamanya dalam
menyelesaikan masalah. Termasuk didalamnya masalah yang berkaitan
dengan hak dan kekuasaannya serta pemilikan suatu benda.

Halangan manusia dalam menyelesaikan masalahnya biasanya timbul
karena adanya keterbatasan baik dalam segi waktu maupun dari kemampuan
manusia itu sendiri untuk menyelesaikan masalah. Manusia karena alasan
tertentu terjebak dalam kesibukannya sehingga waktu seakan kurang untuk
dapat menyelesaikan segala urusannya. Selain kurangnya waktu, masalah
minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang hal-hal yang dapat memberikan
jalan keluar bagi masalahnya juga seringkali menjadi hambatan namun juga
biasa menjadi jembatan untuk dapat berinteraksi dan meminta bantuan orang
lain.

Dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan dapat
menyelesaikan masalahnya tersebut adakalanya seseorang yang mempunyai
hak dan kekuasaan penuh tidak dapat melakukan perbuatan itu sendiri karena
satu dan lain hal, sehingga akibatnya ia perlu bahkan kadang-kadang terpaksa
memberi kuasa kepada orang atau pihak lain untuk dapat melaksanakan
pengurusan atau pemilikan tersebut. Maka dari itu timbullah apa yang
dinamakan pemberian kuasa.

Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan
kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan.
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Jadi dengan kata lain seseorang yang diberi kuasa (penerima kuasa) adalah
wakil dari pemberi kuasa dan ia mempunyai kekuasaan yang sama dengan
pemberi kuasa untuk melakukan suatu urusan dan atau perbuatan. Akan tetapi
dalam hal kekuasaan penerima kuasa tetap dibatasi oleh kepentingan pemberi
kuasa seperti yang telah diperjanjikan,

Pembatasan kepentingan dalam penyelenggaraan suatu urusan yang
dimaksud dapat dilihat dari urusan untuk berperkara di muka Pengadilan,
urusan untuk mengadakan suatu pengikatan. Dalam hal berperkara di muka
pengadilan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan
dalam surat gugatan. Sedangkan untuk melakukan suatu pengikatan terlebih

lagi secara notariil, pemberian kuasa harus dilakukan dengan cara tertulis dan

dilekatkan dalam akta.

Pemberian kuasa terjadi karena dengan sengaja telah diperjanjikan. Dari
hal yang telah diperjanjikan tersebut dibuatlah perjanjian pemberian kuasa
yang dapat diberikan dengan lisan maupun tulisan.

Pembatasan yang ada dalam pemberian surat kuasa menyangkut adanya
pembatasan kepentingan yang diterima oleh penerima kuasa dari pemberi
kuasa. Pembatasan pemberian kuasa dapat terjadi dalam hal waktu berlakunya
surat kuasa dan cara bertindaknya penerima kuasa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis mencoba membahas dengan
studi kasus penerapan surat kuasa dalam gugatan perdata Tuan Suhendro
Santosa (Penggugat) dengan PT. Perintis Gria Loka (Tergugat). Pada awalnya

telah ditandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Rusun dihadapan Notaris
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Helena Kuntoro, SH, antara pengembang property PT. Perintis Gria Loka
dengan Deslia Santosa, yang masih di bawah umur yang dalam hal ini
diwakili oleh ayahnya Suhendro Santosa. Kemudian karena suatu hal tertentu
telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat sehingga terjadi gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
memutuskan menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berkualitas
sebagai penggugat. Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
Dalam putusannya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa PT. Perintis Gria
Loka terbukti melakukan wanprestasi. Pihak PT Perintis Gria Loka merasa
keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi kemudian mengajukan memori
kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam pemerikasaannya Mahkamah
Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan
mengadili sendiri gugatan ini. Kemudian dalam putusannya, Mahkamah
Agung memutuskan bahwa salah penerapan hukum yang berlaku dengan
menyatakan Tuan Suhendro Santosa tetap berkualitas dan gugatan kabur
dalam penentuan pihak-pihak tergugat. Sehingga dalam hal ini gugatan
penggugat tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan mengenai status hukum
dari penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik menulis tesis dengan
judul “Analisis Yuridis tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan

Perundang-undangan yang Berlaku”.
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B. Pokok Pemasalahan

1. Apakah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 358/PDT/2000/PT.DKI
mengenai kewenangan bertindak dari Penggugat sudah tepat?

2. Bagaimanakah penerapan surat kuasa ditinjau dari Undang-undang Nomor
30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan Kitab Undang-

undang Hukum Perdata?

C. Metode Penclitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dimana penulis bermaksud untuk
memberikan gambaran mengenai suatu keadaan berdasarkan analisa-analisa
yang dilakukan oleh penulis. Analisa-analisa penulis peroleh dengan
menggunakan metode pendekatan secara yuridis normative yang bertujuan
untuk menemukan sisi hukum dan penerapannya dalam praktek, atau dengan
kata lain penulis bermaksud untuk mencari dan menemukan dasar-dasar
yuridis dalam pelaksanaan.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dimulai dengan
penelitian kepustakaan dengan demikian akan diperoleh data-data yang
diperlukan guna menjawab pokok-pokok permasalahan dan membantu
membuat analisa hukum atas kasus yang diangkat oleh penulis.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi
dokumen ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber primer,
sumber sekunder dan sumber tertier. Sumber primer digunakan untuk mencari

landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Pada penelitian ini
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sumber primer yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Undang-undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta himpunan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan surat kuasa.

Sumber sekunder digunakan untuk mencari landasan teoritis dan mencari
acuan dalam membuat analisis serta memperkuat data. Sumber sekunder,
meliputi buku-buku ilmu pengetahuan hukum, artikel-artikel dan tulisan-
tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini.
Sumber sekunder meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif
yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif analitis

mengenai penerapan surat kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

. Sistematika Penelitian

BABI PENDAHULUAN
Dikemukakan latar belakang pemilihan judul beserta pokok
permasalahannya, serta metode yang digunakan untuk dapat
menguraikan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

BABII TINJAUAN UMUM PENERAPAN SURAT KUASA
MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI
INDONESIA
Diuraikan tentang teori dan dasar hukum yang berhubungan dengan

definisi tentang kewenangan bertindak pada sub A, yang didalamnya
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mencakup megenai 2 (dua) hal pokok. Pertama mengenai pengertian
kewenangan bertindak didalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, pengertian kewenangan bertindak menurut Undang-undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kedua,
mengenai kedewasaan. Pada sub B adalah tinjauan umum surat kuasa
dimana didalamnya dijabarkan mengenai pengertian surat kuasa
menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang
Jabatan Notaris, pemberian surat kuasa, pembatasan surat kuasa,
pelaksanaan surat kuasa, serta berakhirnya surat kuasa.

BAB III ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SURAT KUASA
DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU (STUDI KASUS KEWENANGAN
BERTINDAK DALAM GUGATAN PERDATA TUAN
SUHENDRO SANTOSA TERHADAP PT. PERINTIS GRIA
LOKA)
Diuraikan analisa penulis terhadap kasus yang diambil sebagai
landasan pembahasan dan perbandingan penerapan surat kuasa
dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Hukum Perdata.

BAB IV PENUTUP
Menguraikan kesimpulan dan saran dari jawaban permasalahan yang

penulis dapatkan berdasarkan analisa-analisa hasil penelitian.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM PENERAPAN SURAT KUASA

MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Kewenangan Bertindak

1.

Kedewasaan

KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang yang berumur 21
tahun dan atau telah menikah, telah dianggap dewasa. Dengan dewasanya
seseorang maka ia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Permasalahan muncul dengan adanya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 47 dan Pasal 50. Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan
anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pemah
melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaaan orang tuanya selama
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat 2 menycbutkan bahwa
orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan
di luar pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 50 ayat 1 disebutkan anak yang
belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada
dibawah kekuasaan wali dan pada ayat 2 disebutkan perwalian itu
mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tersirat

adanya penegasan mengenai batas umur dewasa seseorang, yang tersebut

8
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dalam Pasal 47 dan Pasal 50 hanya mengenai perwalian atau kekuasaan

orang tua atas anak.'

Mengenai  keadaan dewasa Undang-undang memberikan
kemungkinan bahwa orang yang belum dewasa namun telah memenuhi
syarat-syarat tertentu dapat disamakan dengan orang sudah dewasa.
Tindakan hukum ini dikenal dengan istilah Pendewasaan, maksud dari
pendewasaan adalah memberikan kedudukan hukum secara penuh atau
terbatas sebagai orang dewasa pada orang-orang yang belum dewasa.
Pendewasaan pada dasarnya adalah suatu pernyataan tentang seseorang
yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa
hal saja dipersamakan dengan seseorang yang sudah dewasa.?

Ada dua macam pendewasaan yang dikenal:

1. Pendewasaan penuh (venia Aetatis) syaratnya sudah  berumur 20
tahun, mengajukan permohonan kepada Presiden RI, kemudian
Presiden dalam memberikan keputusannya berdasarkan pertimbangan
dari Mahkamah Agung. Dengan dikabulkannya permohonan
pendewasaan penuh maka seseorang dianggap sama dengan orang
dewasa dan berhak melakukan perbuatan hukum. Pendewasaan penuh
tidak dapat ditarik kembali menjadi keadaan belum dewasa. Pemberian
pernyataan pendewasaan penuh  harus diumumkan dengan

perundangan dan pencantumkan dalam Berita Negara, serta

diterangkan bagaimana dan untuk keperluan apa pernyataan

' Elisa Novel, Tanggung Jawab Notaris Dalam Menentukan Batas Usia Dewasa, Tesis, Depok,
2006.

2 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta:Intermasa, 1982, Halaman 55.
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pendewasaan tersebut diberikan. Sebelum diundangkan pernyataan
pendewasaan penuh tidak berlaku bagi pihak ketiga.?

2. Pendewasaan terbatas syaratnya adalah berumur minimal 18 tahun,
pemohon mengajukan sendiri permohonan pendewasaan terbatas
kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Keputusan
permohonan harus diumumkan dalam Berita Negara untuk
kepentingan pihak ketiga serta secara jelas disebutkan alasan
pendewasaan diberikan. Pendewasaan terbatas hanya untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu dan dapat ditarik kembali menjadi keadaan
belum dewasa apabila ada cukup alasan untuk disalahgunakan.
Penarikan kembali harus diumumkan dalam Berita Negara dan
dilakukan atas permintaan dari bapak, ibu atau wali dari anak belum
dewasa yang bersangkutan.“ Namun demikian ada hal-hal yang tidak
boleh diserahkan, seperti kekuasaan untuk menyewakan dan atau
menjual barang-barang miliknya berupa barang-barang tidak bergerak
dan surat-surat berharga, mendirikan suatu perusahaan berdagang.’

Di samping itu terdapat pula beberapa orang, meskipun telah
berumur 21 tahun atau lebih dianggap tidak dapat melakukan perbuatan
yang sah, mereka adalah penderita sakit ingatan dan perempuan yang telah

bersuami.

> Prof, Wahyono Darmabrata, S.H. M.H.,, Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata 2
(Pracetak), Depok, Oktober 2006, Halaman 144-145.
* Ibid, Halaman 147-151.

> R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1982, Halaman 56.
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2. Kewenangan bertindak dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pecrdata

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki
kewenangan berhak, maka untuk melakukan perbuatan atau tindakan
hukum dalam memenuhi hak dan kewajibannya itu perlu adanya
kecakapan. Dalam keadaan ini orang yang menurut hukum adalah
berwenang untuk mempunyai hak dan kewajiban adakalanya dianggap
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan hak atau
kewajiban itu.

Akan tetapi tidak semua manusia memiliki kewenangan bertindak
atau cakap untuk bertindak hukum. Berdasarkan Pasal 1330 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mereka yang
dikategorikan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita
bersuami, dan mereka yang berada dibawah pengampuan. Dengan
demikian seseorang yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan
hukum dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, wanita bersuami
diwakili oleh suaminya, dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
diwakili oleh pengampunya.

Kecakapan adalah syarat umum, sedangkan kewenangan adalah
syarat khusus. Dalam hal ini seseorang yang termasuk cakap dalam
melakukan perbuatan hukum untuk tindakan-tindakan tertentu adakalanya
tidak mempunyai kewenangan. Dalam hal tidak ada kecakapan maka ada

kemungkinan tindakan yang dilakukan dapat disahkan atau tidak dapat
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dimintakan pembatalannya. Sedangkan dalam hal tidak ada kewcnangan
maka tindakan yang dilakukan dari semula sudah tidak sah atau dianggap

tidak pernah ada perbuatan hukum.®

3. Kewenangan bertindak dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) secara substansi telah
merumuskan batas usia dewasa dan kriteria kecakapan bagi seseorang
untuk dapat bertindak di dalam akta. Perlunya notaris mengetahui batas
usia dewasa mana yang harus dipergunakannya dalam pembuatan akta, hal
tersebut berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian atau perbuatan hukum
yang dilakukan oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi
notaris untuk menentukan batas usia dewasa mana yang berlaku dan
menjadi pegangan bagi notaris dalam pembuatan akta, agar terdapat
jaminan kepastian hukum bahwa akta yang dibuat oleh notaris tidak akan
dituntut pembatalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena
adanya permasalahan mengenai batas usia dewasa.

Pertanyaan mengenai batas usia dewasa tersebut juga timbul
dikalangan Notaris, yang di dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat
Umum diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk membuat akta
otentik bagi kepentingan masyarakat yang meminta bantuannya.

Kewenangan tersebut sekaligus berisikan tanggung jawab bahwa akta

¢ Ibid, Halaman 48.
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yang dibuatnya tersebut harus memenuhi syarat sebagai akta otentik
sebagimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat
dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan dapat
dipakai oleh para pihak yang bersangkutan untuk membuktikan adanya
suatu hak atau meniadakan hak pihak lain, baik dalam melakukan
perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa dimuka Pengadilan.’

Perlunya Notaris mengetahui batas usia dewasa mana yang harus
digunakan dalam pembuatan akta tersebut, karcna batas usia dewasa
tersebut berkaitan dengan sahnya perjanjian atau perbuatan hukum yang
dilakukan oleh para pihak, yang dibuktikan dengan akta yang dibuat
dihadapan Notaris.

Pasal 39 ayat 1 UUJN menyebutkan syarat untuk dapat bertindak
sebagai penghadap dalam pembuatan akta notaris adalah paling sedikit
berumur 18 tahun atau telah menikah serta cakap melakukan perbuatan
hukum. Sebagaimana diuraikan juga dalam Pasal 1320 KUH Pecrdata salah
satu syarat sahnya perjanjian adalah bahwa orang yang membuat
perjanjian tersebut harus “cakap” dalam arti telah dewasa.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting untuk menentukan
batas usia dewasa mana yang berlaku saat ini dan menjadi pegangan bagi
para notaris di dalam menjalankan jabatannya untuk pembuatan akta.
Pentingnya hal tersebut adalah agar adanya jaminan kepastian hukum

bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak akan dituntut

7 Soctomo Ramelan, Peran Notaris dalam Pembangunan Hukum, Majalah Hukum dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 1986, Halaman 354-355.
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pembatalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan,karena adanya
permasalahan mengenai batas usia dewasa.

Berkaitan dengan permasalahan batas usia dewasa mana yang
dipakai oleh para notaris untuk menentukan bahwa seseorang telah
dianggap cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, GHS.
Lumban Tobing menyatakan bahwa yang terbaik untuk dijadikan pedoman
bagi para notaris di dalam menjalankan tugasnya ialah berpegang pada
umur 21 tahun sebagai batas umur dewasa, kecuali dalam hal terdapat
suatu keputusan hakim dalam suatu perkara perdata atau penetapan hakim
atas suatu permohonan penetapan,dimana seseorang yang sudah mencapai
umur 18 tahun, baik dengan kehadirannya sendiri maupun melalui kuasa,
diterima sebagai pihak dalam perkara itu atau memberikan ketetapan atas
permohonan penetapan itu.®

Dalam hal ini, apabila dikemudian hari dalam kaitannya dengan
akta yang dibuat dihadapan seorang notaris, kedewasaan dari yang
bersangkutan dipermasalahkan, naka notaris dapat menunjuk kepada

keputusan atau ketetapan hakim yang bersangkutan sebagai landasan

hukumnya.

Selanjutnya dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIV di
Denpasar dan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XV di Jakarta masalah
usia dewasa tersebut kembali menjadi salah satu materi pembahasan.

Dalam dua Kongres tersebut telah terdapat kesatuan sikap dikalangan

8 Kesatuan Sikap Dan Pendapat Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Notaris, Buku Kenang-
kenangan Kongres Ikatan Notaris Indonesia X111, Bandung 29-31 Oktober 1987.
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notaris, bahwa usia dewasa yang digunakan dalam praktek pembuatan akta
oleh para notaris adalah 21 tahun.” Namun berbeda dengan Kongres-
kongres INI sebelumnya, dalam Kongres INI XVII Di Jakarta Tanggal 25-
27 November 1999, telah diambil kesatuan sikap tindak bahwa usia
dewasa yang digunakan adalah 18 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa notaris yang ada di
Jakarta dan Bogor, ternyata seluruhnya berpendapat bahwa usia dewasa
yang mereka pergunakan untuk menentukan kecakapan sescorang untuk
bertindak dihadapan notaris dalam pembuatan akta adalah 21 tahun

sebagaimana batas usia dewasa oleh KUH Perdata.

4. Kewenangan Bertindak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan batas
usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fistk maupun mental atau belum
pernah melangsungkan perkawinan. Dari pengertian dewasa tersebut dapat
disimpulkan bahwa kewenangan bertindak menurut Kompilasi Hukum
Islam juga dikaitkan dengan keadaan fisik dan mental seseorang.

Dari alasan tersebut diatas bila dihubungkan dengan kecakapan
bertindak seseorang maka orang-orang yang mempunyai cacat fisik
maupun mental memerlukan wakil untuk melakukan tindakan hukum.

Untuk anak yang belum dewasa, orang tua dapat mewakili anak tersebut

® Tkatan Notaris Indonesia, "Beberapa Permasalahan Hukum dan Kesatuan Sikap Yang Telah
Diputuskan Dalam Kongres INI XIV Di Denpasar dan Kongres INI XV Di Jakarta”. Media
Notariat 43 (April 1999) : Halaman 86-93.
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mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, atau
Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak

mampu. '

B. Tinjauan Umum Surat Kuasa
1. Pengertian Kuasa
Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Dari pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUH Perdata
tersebut maka dapat diambil kesimpulan yaitu:
a. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian.
b. Adanya pemberian kekuasaan atau wewenang dari seseorang kepada
pihak lain.
c. Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan

suatu urusan.'’

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Menurut kompetensi yang dimiliki Pengadilan Negeri, orang harus

digugat di muka Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya orang

% Lihat Pasal 98 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.
' Anastasia Adha Rizka, Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Kaitannya dengan
Kuasa Mutlak di Kotamadya Bekasi tahun 2002 (Studi Kasus Yayasan Yanatera), Skripsi, 2003.
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bertempat tinggal. Apabila tergugat tidak mempunyai tempat yang tetap
maka ia boleh digugat di muka Pengadilan Negeri tempat tinggal
penggugat. Apabila perkara itu mengenai barang tidak bergerak, misal
sebidang tanah maka tergugat harus digugat di muka Pengadilan Negeri
dimana tanah tersebut terletak. Dimungkinkan juga apabila seorang dalam
surat perjanjian telah memilih domisili hukum dengan akibat bahwa ia
dapat digugat di muka Pengadilan Negeri tempat domisili hukum itu
berada.

Dalam praktek Pengadilan Negeri, penggugat atau tergugat dalam
menyelesaikan perkara perdata boleh mengusahakan penyelesaiannya
kepada orang lain. Penguasaan itu bisa untuk memajukan perkara, untuk
membela perkaranya dan selanjutnya untuk bertindak sebagai wakilnya di
muka sidang. Keadaan ini diatur dalam pemberian kuasa antara penggugat
sebagai pemberi kuasa dan orang lain yang mewakilinya dalam sidang
pengadilan yang akan bertindak sebagai kuasa.

Pasal 123 RID memberi kemungkinan kepada pihak yang
berperkara untuk diwakili oleh orang lain yang diberi kuasa dengan surat.
Apabila pemberi kuasa hadir dimuka hakim maka ia dapat menguasakan
dengan lisan.

Penggugat dapat juga menguasakan orang lain di dalam surat
gugatannya yang disebut dalam Pasal 118 (1) RID :

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan

Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani
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oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 RID, kepada ketua
Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau
jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Ia dapat menguasakan dengan lisan waktu ia mengajukan gugatan
kepada ketua Pengadilan Negeri menurut aturan tersebut dalam Pasal 120
RID.

Penguasaan ini disebut dalam catatan yang dibikin oleh ketua
Pengadilan Negeri dari gugatan yang diajukan dengan lisan. Pasal 123
RID tersebut menghendaki adanya penguasaan khusus yang tertulis.

Berhubung dengan itu didepan Pengadilan Negeri, suatu surat
kuasa yang hanya berbunyi umum dengan tidak memberi petunjuk, bahwa
orang yang diberi kuasa itu boleh mewakili pemberian kuasa dalam
perkara yang diperiksa oleh hakim, tidak akan mencukupi.

Menurut keputusan tersebut Pengadilan Negeri senantiasa dapat
memerintahkan supaya pihak yang memberi kuasa hadir sendiri di depan
Pengadilan untuk menjelaskan apa yang dikuasakan kepada wakilnya,
jikalau Pengadilan masih ragu-ragu tentang hak dan luasnya hak yang
diberikan kepada wakil itu. (Pasal 123 ayat 3 RID).

Menurut Pasal 157 RID dan Pasal 174 RID menyebutkan
penguasaan istimewa. Dalam Pasal 157 RID tersebut, sumpah yang
diperintahkan oleh hakim atau yang diminta atau diminta kembali oleh
satu pihak kepada pihak lain, harus dilakukan sendiri oleh pihak yang akan

bersumpah. Berhubung dengan sebab musabab yang penting hakim dapat
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memberi izin kepada suatu pihak akan akan mewakilkan diri kepada orang
lain untuk melakukan sumpah itu. Wakil ini harus diberi kuasa dengan
surat yang authentik yang memuat dengan teliti dan cukup jelas isi sumpah
yang akan diangkat.

Pasal 174 RID disebutkan mengenai pengakuan di muka hakim,
pengakuan ini dapat dinyatakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau
yang dinyatakan oleh seorang wakil, yang istimewa dikuasakan untuk itu.
Orang-orang yang menurut hukum materiil tidak atau belum dapat
bertindak sendiri dalam hubungan hukum, tidak pula dapat menghadap
sendiri di muka hakim, misalnya anak-anak yang belum cukup umur dan
orang dewasa yang sakit ingatan. Dimata hakim mereka itu diwakili oleh
walinya menurut hakim. Badan hukum hanya dapat bertindak dengan
perantaraan orang atau orang-orang yang menurut jabatannya di dalam
organisasi badan hukum itu, wajib dan berhak mewakili badan hukum

tersebut misal saja menjabat pengurus atau direksinya.

. Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Pemberian kuasa dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur
pada Pasal 47. Dalam Pasal 47 ayat | dinyatakan surat kuasa otentik atau
surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang
dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa dibawah tangan wajib
dilekatkan pada minuta akta. Pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan surat

kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta diuraikan dalam akta.
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Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta
yang dibuat dihadapan notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan
dalam akta.

Kuasa yang dimaksud adalah kuasa yang dibuat secara tertulis baik
otentik maupun yang dibuat secara dibawah tangan, yang merupakan dasar
kewenangan pembuatan akta. Sehingga surat kuasa yang digunakan
haruslah dilekatkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti

kewenangan bertindak dalam akta yang dibuat.

C. Pemberian Surat Kuasa
1. Macam-macam Surat Kuasa
Pemberian kuasa apabila dilihat dari sifat perjanjiannya dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pemberian kuasa umum, adalah pemberian kuasa yang dirumuskan
dalam kata-kata umum dan meliputi semua kepentingan pemberi
kuasa.'?

b. Pemberian kuasa khusus, adalah pemberian kuasa hanya mengenai
satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam hal ini pemberi kuasa

menyebutkan apa yang harus dilakukan.

Pemberian kuasa sendiri dapat dilakukan dengan cara :

2 prof. R. Subckti, SH. Dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi
Revisi, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999, Pasal 1795.
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a. Akta umum, pemberian kuasa diberikan dalam bentuk akta.
Pemberian kuasa dengan akta ini misalnya, kuasa untuk pemberian
hipotik harus dengan akta otentik.” Demikian pula mengenai
penerimaan suatu hibah, pemberian kuasa harus dilakukan dengan
akta otentik."

b. Surat dibawah tangan, caranya dengan membuat persetujuan di
dalam suatu surat atas segel yang dibuatnya sendiri diluar pejabat
resmi. Jadi surat kuasa yang dibuat dibawah tangan ini adalah suatu
persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk
melakukan suatu perbuatan hukum. Namun perintah tersebut harus
diterima dengan baik oleh pihak lain yang terkait sehingga tidak ada
pihak yang dirugikan.

c. Surat biasa, berbeda dengan surat dibawah tangan, pemberian kuasa
dengan surat biasa, surat tersebut tidak perlu diatas segel. Di dalam
surat tersebut dimuat persetujuan yang di buat antara pemberi kuasa
dengan penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai kuasa yang harus dilakukan.

d. Secara lisan, pemberian kuasa dengan lisan ini dilakukan tanpa bukti
apapun. Namun dalam hal ini biasanya dilakukan antara orang yang

saling mengenal dan percaya.

" ibid, Pasal 1171 ayat 2.
" ibid, Pasal 1683 ayat 1.
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e. Secara diam-diam, artinya apabila seseorang melakukan suatu
tindakan hukum atas nama orang lain dan yang bersangkutan

menerimanya walaupun tidak disampaikan secara formal.

2. Pembatasan Surat Kuasa

Pembatasan pemberian kuasa bila dilihat dari cara bertindaknya
penerima kuasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Penerima kuasa bertindak atas namanya sendiri. Hal ini sering
dilakukan oleh seorang komisioner yang melakukan perbuatan hukum
seolah-olah untuk dirinya sendiri.

b. Penerima kuasa bertindak atas nama orang lain, perbuatan yang
dilakukan untuk orang lain dan pada saat melakukannya penerima
kuasa menyatakan bahwa ia melakukannya untuk orang lain.'*

Surat kuasa seperti yang termaksud dalam Pasal 1792 KUH
Perdata dibuat untuk memberi ketegasan mengenai pemberian kuasa dan
seseorang/badan hukum kepada orang atau pihak lain untuk melakukan
suatu tindakan/perbuatan hukum yang karena suatu hal tidak dapat
dilakukan sendiri oleh yang mempunyai hak atas perbuatan tersebut.
Perbuatan hukum apapun pada dasarnya dapat dilakukan dengan surat
kuasa, misalnya surat kuasa untuk menghadap di muka pengadilan, surat

kuasa dalam rangka pembuatan akta oleh Notaris, dan lain sebagainya.

13 Setiawan, SH., Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung : Alumni, 1992,
Halaman 1.
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Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana penerapan surat Kuasa
tersebut terhadap masing-masing tindakan hukum.

Pada Pasal 1793 KUH Perdata ayat 1 disebutkan :
“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu
tulisan dibawah tangan bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan
lisan”.

Sedangkan pada ayat 2 disebutkan mengenai pemberian kuasa
secara diam-diam, namun untuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan

tanah hanya dapat dilakukan dengan akta otentik.

3. Pelaksanaan Surat Kuasa

“Menyelenggarakan suatu urusan” sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1792 KUH Perdata adalah untuk melakukan “suatu perbuatan
hukum”. Adapun perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan
yang dilakukan oleh sipenerima kuasa, yaitu menyelenggarakan suatu
urusan demi kepentingan sipemberi kuasa. Agar sipenerima kuasa dapat
melakukan perbuatan hukum yang dimaksud, maka ia diberi kekuasaan
oleh sipemberi kuasa yang menyebabkan ia berwenang melakukan
perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama sipemberi kuasa.'®

Dengan adanya pemberian kuasa segala perbuatan yang dilakukan
oleh sipenerima kuasa adalah merupakan tanggungjawab dari pemberi

kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan penerima kuasa dilakukan

' (M.Yahya Harahap,Segi-segi hukum perjanjian, Bandung : Sumur Bandung, 1982, Halaman
307)
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sesuai dengan kuasa yang diberikan. Sehingga segala hal dan kewajiban
yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan
menjadi hak dan kewajiban pemberi kuasa. Perbuatan hukum ini akan
terus berlangsung selama pemberi kuasa belum mencabut kuasanya atau
sampai saat selesainya perbuatan hukum yang dimaksud atau dapat juga
dengan meninggalnya salah satu pihak.

Jadi dengan kata lain seseorang yang diberi kuasa (penerima kuasa)
adalah wakil dari pemberi kuasa dan ia mempunyai kekuasaan yang sama
dengan pemberi kuasa untuk melakukan suatu urusan dan/atau perbuatan.
Akan tetapi dalam hal kekuasaan penerima kuasa tetap dibatasi oleh
kepentingan pemberi kuasa seperti yang telah diperjanjikan.

. Berakhirnya Surat Kuasa

Berakhirnya pemberian surat kuasa diatur dalam Pasal 1813
sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata. Hal tersebut disebabkan karena :
a. Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa.

b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa.

c. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, dibawah pengampuan
atau pailit.

d. Bila yang memberikan kuasa adalah perempuan dan melakukan
perkawinan.
Dari alasan-alasan berakhirnya masa pemberian surat kuasa dapat

disimpulkan beberapa hal antara lain:
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a. Bahwa pemberian kuasa dapat berakhir setiap saat dan apabila perlu
dapat dilakukan dengan cara memaksa.

b. Penarikan pemberian kuasa harus dengan sepengetahuan penerima
kuasa.

¢. Dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia maka penerima kuasa tetap
dapat melakukan tugasnya kecuali ada penarikan surat kuasa.

d. Dalam hal penerima kuasa yang meninggal dunia maka ahli warisnya
harus sesegera mungkin memberitahukan kepada pemberi kuasa dan
melakukan tindakan yang perlu untuk kepentingan penerima kuasa.

Selain daripada alasan-alasan yang diuraikan dalam Pasal 1813
sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata, terdapat alasan lain yang dapat
mengakhiri pemberian kuasa, yaitu karena lewatnya masa berlaku surat
kuasa serta terpenuhinya syarat untuk pemberian kuasa, misalnya kuasa

untuk pengurusan sesuatu.
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BAB 111
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SURAT KUASA
DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
(Studi Kasus Kewenangan Bertindak Dalam Gugatan Perdata Tuan

Suhendro Santoso Terhadap PT. Perintis Gria Loka)

A. Penggunaan Surat Kuasa dalam Kkaitannya dengan Kewenangan
Bertindak di dalam Pembuatan Akta Notaris dan dalam Berperkara di
muka Pengadilan

Dalam Pasal 1792 KUH Perdata discbutkan pemberian kuasa adalah
suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada
seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan
suatu urusan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dimana dalam hal
pemberian kuasa terdapat dua pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa
yang diberi perintah untuk melakukan sesuatu hal untuk dan atas nam:
pemberi kuasa.

Pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat suatu kuasa yang
sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang
Dalam kesepakatan pemberian kuasa terdapat beberapa sifat pokok yaitu :

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.

26
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2. Pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat berdasarkan
kesepakatan.

3. Kekuatan mengikat tindakan kuasa hanya terbatas pada kewenangan
yang diberikan oleh pemberi kuasa, begitu juga dalam hal tanggung
jawab para pihak dalam pemberian kuasa.

Pada dasarnya berdasarkan jenisnya kuasa yang diatur dalam Undang-
undang dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Kuasa Umum

Tujuan dari kuasa umum adalah memberi kuasa kepada seseorang
untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa dalam hal melakukan
tindakan pengurusan harta pemberi kuasa.

2. Kuasa Khusus

Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara khusus hanya mengenai
satu kepentingan tertentu atau lebih.

3. Kuasa Istimewa (agen)

Diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata.
4. Kuasa Perantara
Di dalam dunia perdagangan sering disebut dengan makelar dimana
pemberi kuasa memberi perintah kepada agen untuk melakukan perbuatan
hukum tertentu dengan pihak ketiga yang secara prinsipal langsung
mengikat pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan batas

kewenangan yang diberikan."’

& M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Halaman 46-47.
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Kuasa pada dasarnya merupakan pengalihan wewenang dari pemberi
kuasa kepada penerima kuasa. Pengalihan wewenang tersebut dapat penulis
simpulkan dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Orang yang diwakili tidak cakap hukum.

Pada dasarnya semua orang cakap untuk melakukan suatu tindakan
hukum jika orang tersebut oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak
cakap.

Orang-orang yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan.
3. Istri.

Mereka yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap hukum
tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa bantuan orang lain. Orang
yang belum dewasa dapat dibantu oleh orang tua atau wali, mereka yang
berada di bawah pengampuan dapat dibantu oleh pengampu (kurator), dan
istri dapat dibantu suami dalam melakukan tindakan hukum.

2. Orang yang diwakili tidak mempunyai kewenangan bertindak.

Kewenangan bertindak seseorang dapat dilihat dari kecakapan
hukumnya. Namun tidak selalu orang yang cakap hukum mempunyai
kewenangan bertindak. Orang dewasa yang menurut Undang-undang
mempunyai kecakapan hukum belum tentu mempunyai kewenangan
bertindak dalam suatu hal, karena kewenangan bertindak dapat berarti hak

yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal lain
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dapat diartikan juga sebagai kekuasaan untuk bertindak, jadi orang yang
tidak mempunyai kewenangan bertindak tidak dapat melakukan suatu
tindakan tertentu. Namun Undang-undang memberikan kemudahan
dengan adanya pemberian kuasa agar orang yang tidak memiliki
kewenangan bertindak dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan surat
kuasa.

3. Orang yang mewakili dalam kapasitasnya sebagai kuasa.

Dalam beberapa hal sering dijumpai seseorang yang bertindak bukan
untuk diri sediri ataupun bertindak untuk orang lain secara perorangan
melainkan bertindak untuk badan hukum karena Kkapasitas dan
kedudukannya dalam badan hukum tersebut.

Orang-orang yang dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai wakil
atau kuasa badan hukum yang bersangkutan tidak memerlukan surat kuasa
dari manapun karena dalam anggaran dasar ataupun Undang-undang telah
diatur mengenai perwakilan tersebut.

Orang-orang tersebut dapat bertindak dalam kedudukan dan
kapasitasnya sebagai :

a. Direksi atau Pengurus Badan Hukum.
b. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero).
¢. Pimpinan Perwakilan Perusahaan Asing.
d. Pimpinan Cabang Perusahaan Domestik.
Jika dikaitkan dengan surat kuasa, kewenangan bertindak seseorang

dalam pembuatan akta notaris ditentukan dari pilihan batas usia dewasa yang
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dipakai oleh para notaris dalam praktek pembuatan akta. Pilihan batas usia
dewasa 21 tahun, sebagai yang diatur dalam KUIl Perdata memang lebih
memberikan jaminan kepastian hukum dibandingkan pilihan batas usia 18
tahun.

Konsekuensi dari dipilihnya batas usia 21 tahun, maka anak yang
belum berusia 21 tahun akan diwakili orang tua atau walinya dalam
melakukan perbuatan termasuk juga dalam pembuatan akta notaris. Syarat
usia dewasa tersebut jika dilihat dari syarat umum sahnya perjanjian dalam
Pasal 1320 KUH Perdata khususnya mengenai kecakapan bertindak seseorang
untuk membuat perjanjian, hal tersebut telah terpenuhi.

Namun demikian, permasalahan hukum yang timbul dari dipilihnya
batas usia dewasa 21 tahun adalah kewenangan untuk mewakili anak yang
telah berusia 18 tahun namun belum berusia 21 tahun berkaitan dengan
ketentuan mengenai keleluasaan orang tua atau perwalian yang berlaku saat
ini.

Dalam Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 telah mengatur mengenai
batas usia yang berlaku saat ini yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun
berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian sehingga apabila
seorang anak telah mencapai usia 18 tahun tidak lagi berada di bawah
kekuasaan orang tua atau perwalian dan tidak dapat lagi diwakili oleh orang
tua atau wali.

Kemudian bagaimana jika ada anak yang sudah berusia 18 tahun tetapi

belum mencapai usia 21 tahun dapat bertidak dihadapan notaris. Hal tersebut

Analisis yuridis..., Indah Retno Ariyanti, FH Ul, 2008



31

telah jelas bahwa anak tersebut tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum
dan tidak dapat bertindak sendiri namun anak tersebut juga tidak lagi dapat
diwakili orang tua atau walinya.

Dari hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan mengenai
kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam Undang-undang
Perkawinan, maka bagi anak yang telah mencapai usia 18 tahun namun belum
mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah dalam hal ini tetap dapat
bertindak sendiri dalam melakukan tindakan hukum dihadapan notaris. Akan
tetapi untuk menghindari adanya tuntutan pembatalan dari pihak-pihak yang
berkepentingan maka dalam melakukan tindakan hukum yang bersangkutan,
anak tersebut sebaiknya dibantu oleh orang tua. Dalam hal ini orang tua
membantu anaknya dalam kapasitasnya, selalu orang tua yang menjalankan
kekuasaan orang tua atau perwalian sesuai ketentuan dalam KUH Perdata.
Oleh sebab itu tidak diperlukan surat kuasa dari anak kepada orang tua
dengan alasan karena pada dasarnya anak tersebut belum cukup umur untuk
bertindak dalam surat kuasa itu sendiri.

Apakah hal tersebut diatas berlaku juga dalam hal kewenangan
bertindak di muka Pengadilan? Dalam hal seseorang akan bertindak di muka
Pengadilan seseorang tersebut harus cakap melakukan tindakan hukum dan
memiliki kewenangan bertindak. Salah satu hal yang disyaratkan dalam
kecakapan bertindak dalam hukum adalah usia dewasa. Batas usia dewasa

untuk bertindak di muka Pengadilan adalah 21 tahun. Sehingga jika belum
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berusia 21 tahun seseorang belum bisa bertindak sendiri dan oleh karenanya
harus didampingi.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya mengenai kekuasaan orang tua,
dalam hal ini jika anak bertindak dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat
maupun tergugat maka orang tua tetap mendampingi dan membantu.

Sedangkan untuk orang-orang yang dalam kedudukan dan
kapasitasnya untuk mewakili suatu badan hukum, dalam hal bertindak di
muka pengadilan telah juga diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam
hal anggaran dasar perusahaan telah mengatur mengenai hak dan wewenang
anggota perusahaan untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan baik
secara intern dan ekstern perusahaan.

Surat kuasa sendiri dalam hal kewenangan bertindak seseorang baik
untuk diri sendiri maupun dalam kedudukan dan kapasitasnya dalam suatu
perusahaan diperlukan jika seseorang tersebut dengan alasan tertentu, yang
dapat dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, maka dapat
dibenarkan untuk surat kuasa dibuat akan tetapi haruslah memenuhi syarat-

syarat dalam pemberian kuasa.

. Pertimbangan Hukum Putusan  Pengadilan  Tinggi Nomor
358/PDT/2000/PT/DKI
Pada tanggal 6 Nopember 1996 telah ditandatangani Akta Pengikatan

Jual Beli Rusun dihadapan Notaris Helena Kuntoro, SH, antara pengembang
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property PT. Perintis Gria Loka dengan Desilea Santosa, yang masih di
bawah umur yang dalam hal ini diwakili oleh ayahnya Suhendro Santoso.

Akta Pengikatan Jual Beli tersebut Nomor 12/tanggal 6 Nopember
1996 yang memuat beberapa ketentuan perjanjian yang mengikat kedua belah
pihak yaitu ketentuan mengenai spesifikasi rumah susun dan tentang
penyerahan rumah susun kepada pembeli yaitu pada tanggal 18 Desember
1998 dan paling lambat tanggal 16 Februari 1999, dan bila ada keterlambatan
akan ada ganti rugi dari penjual.

Pembeli rusun, Deslia Santosa yang diwakili ayahnya, Suhendro
Santosa, telah melunasi pembayaran seluruhnya. Janji PT. Perintis Gria Loka,
sebagai pengembang dan penjual rusun sampai tanggal 16 Februari 1999,
ternyata tidak/belum menyerahkan rusun kepada pembeli sesuai yang telah
disepakati dalam Akta Pengikatan Jual Beli. Alasan dari pengembang adalah
karena adanya force majeure yaitu sejak 1997 sampai dengan 1998 telah
terjadi demo setiap hari di Kampus Universitas Trisakti yang mengakibatkan
jalan menjadi macet total sehingga material bangunan tidak dapat dikirim
kelokasi pembangunan rusun.

Karena sampai akhir tahun 1999 masih belum ada penyerahan rumah
susun dari pengembang PT. Perintis Gria Loka kepada pembeli, maka Tuan
Suhendro Santosa sebagai pembeli rumah susun yang telah melunasi
pembayarannya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta

Barat terhadap para tergugat yaitu PT. Perintis Gria Loka (Tergugat I), Tuan
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Tedy Wibowo Wong, Dircktur PT. Perintis Gria Loka (tergugat II), dan

Nyonya Ong Ju Chi, Komisaris PT. Perintis Gria Loka (Tergugat III).

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dalam putusannya Nomor 428/PDT.G/1999/PN.JKT.BAR, Pengadilan
Negeri Jakarta Barat telah memeriksa serta mengadili perkara perdata antara
Tuan Suhendro Santosa sebagai Penggugat dan PT. Perintis Gria Loka
(Tergugat 1), Tuan Tedy Wibowo Wong, Direktur PT. Perintis Gria Loka
(tergugat II), dan Nyonya Ong Ju Chi, Komisaris PT. Perintis Gria Loka
(Tergugat III). Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara tertulis antara lain yang berkaitan dengan kewenangan
bertindak dari Pengggugat yaitu :

Dalam Eksepsi :

- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat; Bahwa yang
mengadakan Pengikatan Jual Beli obyek sengketa adalah Desilea Santoso
dengan Tergugat I yang mengajukan gugatan adalah Suhendro Santosa
bertindak sebagai pribadi bukan atas nama Desilea Santosa anaknya. Desilea
Santosa pada waktu penandatanganan Pengikatan Jual Beli masih dibawah
umur, akan tetapi pada saat ini telah dewasa, oleh karena itu seharusnya yang
mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah Desilea Santosa bukan
Suhendro Santosa.

Dari eksepsi yang telah Tergugat kemukakan maka tentang

pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai
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eksepsi tersebut bahwa yang mengadakan Pengikatan Jual Beli adalah Desilea
Santoso yang dalam hal ini diwakili oleh Suhendro Santoso (orang tuanya)
dengan tergugat | dengan demikian penggugat tidak berkualitas sebagai
penggugat. Yang mengajukan gugatan perkara ini adalah Suhendro Santoso
bertindak selaku pribadi, bukan atas nama Desilea Santoso (anaknya) ;

Apabila Desilea Santoso telah dewasa seharusnya yang mengajukan gugatan
terhadap tergugat I adalah Desilea Santoso bukan Suhendro Santoso ;

Majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat mengenai penggugat tidak
berkualitas sebagai penggugat dapat dibenarkan, karena sebagaimana yang
tersebut pada Akta Pengikatan Jual Beli untuk Satuan Rumah Susun Taman
Gloria No.12 tanggal 6 Nopember 1996 yang dibuat dihadapan Helena
Kuntoro, SH., Notaris di Jakarta, ternyata bahwa Tuan Suhendro Santoso
(penggugat tersebut) bertindak selaku ayah yang menjalankan kekuasaan
orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur Desilea Santoso,
mahasiswi tinggal sama dengan penghadap ;

Dan oleh karena itu maka apabila pada saat ini Desilea Santoso tersebut
masih dibawah umur, maka penggugat tetap harus menyebutkan dalam
gugatannya bertindak untuk atas nama anaknya yang masih dibawah umur,
namun apabila saat ini Desilea Santoso tersebut telah menjadi dewasa (cakap
dalam hukum) maka yang harus mengajukan gugatan ini adalah Desilea
Santoso, dan dalam hal ini dimungkinkan Desilea Santoso memberi kuasa

kepada Suhendro Santoso sebagai penggugat ;
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Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat tidak ternyata
bahwa Suhendro Santoso bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah
umur bernama Desilea Santoso, dan juga tidak ternyata pula bahwa Desilea
Santoso bertindak sebagai kuasa dari Desilea Santoso, maka eksepsi tergugat
bahwa penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat eksepsi mana dapat
dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat bahwa penggugat tidak
berkualitas dapat dibenarkan, maka eksepsi tersebut patut diterima dan

eksepsi yang lain-lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Karena tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
penggugat Tuan Suhendro Santosa mengajukan upaya banding ke Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya nomor 358/PDT/2000/PT.DKI,
dalam hal mengenai kualitas bertindak dari Pembanding semula Penggugat,
Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya. Pengadilan Tinggi
tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama yang berpendapat
membenarkan eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat
tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena Penggugat bertindak selaku ayah
yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa.

Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebaliknya, bahwa Suhendro
Santoso (pembanding semula penggugat) tetap berkualitas sebagai penggugat

dengan dasar-dasar pertimbangan :
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Bahwa jual beli rumah susun secara yuridis belum terlaksana, karena
ternyata sampai saat ini belum ada akta jual beli yang menunjukkan
bahwa anak penggugat yang bernama Desilea Santoso membeli rumah
susun atas namanya sendiri, sehingga tidak ada dasarnya bagi anak
penggugat tersebut untuk menggugat, sedangkan saat ini yang ada
hanyalah Akta Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun Taman Gloria
Nomor 12 Tanggal 6 Nopember 1996.

Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun tersebut
yang bertindak sebagai pihak adalah Suhendro Santoso (pembanding
semula penggugat) dan oleh karenanya sebagai pihak dalam perjanjian,
walaupun bertindak selaku orang tua dari anak yang belum dewasa,
Suhendro Santoso (pembanding semula penggugat) tetap terikat dan
bertanggung jawab atas segala pelaksanaan isi dari perjanjian tersebut
sampai terlaksana dengan tuntas segala akibat hukumnya, walaupun
scandainya Desilea Santoso saat gugatan diajukan benar telah dewasa,
tidaklah mungkin dan tidak dapat dibenarkan apabila Suhendro Santoso
melepaskan begitu saja tanggung jawab atas pelaksanaan dan segala
sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuatnya untuk dan
pada waktu anak belum dewasa, karena tanggung jawab atas
pelaksanaan perjanjian yang dilakukan untuk kepentingan anak tersebut
tetap melekat sampai tuntasnya pelaksanaan perjanjian.

bahwa sebagai perbandingan yang sebaliknya, seandainya Pembanding

semula Penggugat yang sebagai pihak dalam perjanjian tersebut

Analisis yuridis..., Indah Retno Ariyanti, FH Ul, 2008



38

melakukan ingkar janji sudah barang tentu Terbanding semula Tergugat
sebagai pihak lain yang mecrasa dirugikan akan mendudukkan
Pembanding semula Penggugat sebagai Tergugatnya dan bukan anaknya

walau saat itu sudah dewasa.

MAHKAMAH AGUNG

Dalam putusan nomor 1529 K/Pdt/2001, Mahkamah Agung mengadili sendiri
dan Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon
kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

Dalam Eksepsi :

Salah menerapkan hukum yang berlaku dengan menyatakan Termohon

Kasasi tetap berkualitas . Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah

menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai

kualitas bertindak dari Suhendro Santosa.

Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dikatakan “tetap terikat dan bertanggung

jawab atas segala pelaksanaan isi dari perjanjian sampai terlaksana dengan

tuntas dengan segala akibat hukumnya karena :

a. Dalam Pengikatan Jaul Beli dijelaskan Termohon Kasasi bertindak
mewakili Desilea Santosa yang masih dibawah umur dalam membeli
rumah susun. Oleh karena itu secara hukum,jika yang diwakili telah
dewasa, maka otomatis tanggung jawab beralih dengan sendirinya pada
anak yang telah dewasa tersebut dan andaikata merasa masih tetap terikat

tanggung jawab hanyalah secara moral saja.
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Pengikatan Jual Beli dengan Jual Beli merupakan dua perbuatan hukum
yang masing-masing berdiri sendiri, walaupun merupakan kelanjutan,
karena dalam pengikatan jual beli tidak ada Pemohon Kasasi [ memberi
kuasa untuk melaksanakan jual beli pada Termohon Kasasi, berarti pada
saat jual beli, yang menghadap haruslah Pembeli asli.

Dengan demikian secara hukum seharusnya minimal untuk mengajukan
gugatan pada Pengadilan sebagai Penggugat harus bersama-sama dengan
anaknya yang dahulu diwakilinya, yaitu Desilea Santosa dan tidak dapat
hanya Termohon Kasasi saja.

Terhadap  keberatan-keberatan ~ tersebut, Mahkamah  Agung

berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex

Factie Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1.

Dalam Pengikatan Jual Beli, Tuan Suhendro Sanosa bertindak mewakili
anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli Rumah
susun dengan PT. Perintis Gria Loka.

Dalam surat gugatan, Tuan Suhendro santosa megajukan gugatan kepada
PT. Perintis Gria Loka (Tergugat I), Tuan Tedy Wibowo Wong, Direktur
PT. Perintis Gria Loka (tergugat II), dan Nyonya Ong Ju Chi, Komisaris
PT. Perintis Gria Loka (Tergugat III), namun tidak dijelaskan status
hukum dari Penggugat, apakah bertindak sendiri, mewakili anaknya yang

masih dibawah umur, ataukah sebagai pemegang kuasa dari anaknya yang
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mungkin pada waktu gugatan diajukan sudah dewasa/cukup umur untuk

bertindak sebagai subyek hukum; Scandainya Penggugat :

a. Mewakili anaknya yang belum dcukup umur, seharusnya harus
dinyatakan secara eksplisit didalam surat gugatan;

b. Sebagai kuasa dari anaknya yang sudah dewasa, seharusnya ada surat
kuasa yang diberikan anaknya tersebut.

Berdasarkan uraian kasus dan keputusan-keputusan badan peradilan
tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta adalah tidak tepat pertimbangan hukumnya dalam
hal kewenangan bertindak. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai
kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam Undang-undang
Perkawinan, maka bagi anak yang telah mencapai usia 18 tahun tetapi belum
21 tahun dan belum pernah menikah maka sebainya dibantu oleh orang tua.
Dalam hal ini orang tua membantu anaknya dalam kapasitasnya selaku orang
tuan yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian,

Tindakan Tuan Suhendro Santosa dalam Pengikatan Jual Beli dapat
dibenarkan karena bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur dan
telah disebutkan pula dalam komparisi akta Pengikatan Jual beli. Sedangkan
tindakan Tuan Suhendro Santosa dalam surat gugatan adalah salah karena
tidak dijelaskan status hukum dari penggugat, apakah bertidak sendiri,
mewakili anaknya yang masih dibawah umur, apakah sebagai pemegang
kuasa dari anaknya yang mungkin pada waktu gugatan diajukan sudah dewasa

atau cukup umur untuk bertindak sebagai subyek hukum.

Analisis yuridis..., Indah Retno Ariyanti, FH Ul, 2008



4]

Seandainya penggugat mewakili anaknya yang belum cukup umur,
seharusnya dinyatakan secara eksplisit dalam surat gugatan. Sedangkan
apabila penggugat bertindak sebagai kuasa dari anaknya yang sudah dewasa,
seharusnya ada surat kuasa yang diberikan dari anak tersebut. Namun ternyata
dalam surat gugatan, penggugat mengajukan gugatan atas namanya sendiri,
dengan demikian secara formil penggugat tidak berkualitas untuk bertindak
atau mengajukan gugatan. Namun demikian apabila Desilea Santosa bertindak
sendiri sebagai Penggugat dalam hal ini tuan Suhendro Santosa dapat tetap

mendampingi dan membantu.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan teori yang telah penulis sampaikan maka dari

hal tersebut penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1.

Dalam kasus yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini pertimbangan
hukum yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidaklah tepat. Kedudukan
Suhendro Santoso dalam pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan
notaris berbeda dengan kedudukan Suhendro Santoso pada saat
mengajukan gugatan perdata dimuka pengadilan. Kedudukan Suhendro
Santoso dalam akta pengikatan jual beli adalah orang tua yang bertindak
mewakili anaknya yang masih dibawah umur sedangkan dalam gugatan
perdata bertindak atas nama diri sendiri sebagai penggugat dimana
anaknya pada saat gugatan diajukan sudah memenuhi syarat usia dewasa
untuk bertindak dimuka pengadilan. Dari alasan tersebut pada dasarnya
surat gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi apabila dalam surat
gugatan dijelaskan apa dan bagaimana kedudukan Suhendro Santoso
maka dia dapat bertindak mewakili anaknya, jika anaknya belum dewasa
atau bertindak berdasarkan surat kuasa dari anaknya yang sudah dewasa.
Dalam hal pemberian kuasa, Undang-undang telah mengatur dalam

Pasal 1792 KUH Perdata akan tetapi pemberian kuasa dan penerima

42
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kuasa dapat membuat kesepakatan yang pada dasarnya mempunyai sifat
pokok, yaitu :

a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
b. Pemberi kuasa bersifat konsensual.

c. Kekuatan mengikat dan tanggung jawabnya terlihat.

Pengalihan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
dapat dikarenakan tidak cakap hukum, tidak mempunyai kewenangan
bertindak, orang yang diwakili dalam kapasitasnya sebagai kuasa.

Dalam kaitan pemberian kuasa dan kewenangan bertindak dalam
pembuatan akta notaris, batasan usia dewasa menjadi syarat untuk
sahnya suatu perbuatan hukum. Pengaturan usia dewasa dalam KUH
Perdata berbeda dengan pengaturan dalam Undang-undang Jabatan
Notaris, dimana KUH Perdata mensyaratkan usia 21 tahun sebagai usia
dewasa sedangkan Undang-undang Jabatan Notaris mensyaratkan umur
18 tahun adalah batas minimal untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Untuk dapat bertindak dimuka peradilan, yang bertindak sebagai
penggugat harus memenuhi syarat kecakapan hukum dan kewenangan
bertindak. Namun apabila kedua hal tersebut tidak kesemuanya
terpenuhi maka dapat dikuasakan penyelesaiannya kepada orang lain
baik dalam hal memasukan perkara, membela perkara maupun bertindak
sebagai wakilnya dimuka sidang.

Pemberian kuasa untuk bertindak dimuka pengadilan dapat

dilakukan secara lisan kepada hakim ataupun dibuat secara tertulis, baik
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otentik maupun secara dibawah tangan dan dalam hal pemberian kuasa
tersebut harus disebutkan secara jelas pada saat pengajuan surat gugatan.

Pemberian kuasa dalam hal pembuatan akta notaris dibuat secara
tertulis baik otentik maupun secara dibawah tangan serta dimungkinkan
pula dengan adanya kuasa substitusi, sebagai buktinya surat kuasa dalam
hal tersebut haruslah dilekatkan dalam akta yang dibuat notaris agar jelas
adanya kewenangan bertindak dalam akta yang dibuat.

Pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberian
kuasa umum yang dirumuskan dalam kata-kata umum serta pemberian
kuasa khusus yang berisi satu atau lebih kepentingan tertentu. Pemberian
kuasa sendiri dapat dilakukan dengan cara pembuatan akta umum, surat

dibawah tangan, surat biasa, dilakukan secara lisan dan juga secara

diam-diam.

Saran

Pada dasarnya pemberian kuasa telah secara tegas dinyatakan dalam
Undang-undang, akan tetapi pelaksanaannya dalam pembuatan akta notans
pada khususnya masih harus ditegaskan lagi mengenai batas usia dewasa
yang digunakan para notaris sebagai syarat sahnya perjanjian. Karena dari
hal tersebut dapat ditentukan perlu tidaknya seseorang diwakili dalam hal
pembuatan akta. Penegasan mengenai batasan usia dewasa dalam praktek
notaris lebih dikarenakan para notaris pada kenyataannya lebih banyak

menggunakan batasan usia 21 tahun sebagai usia dewasa, sehingga bagi para
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pihak yang belum berusia 21 tahun tidak dapat melakukan tindakan hukum
pembuatan akta. Hal tersebut sangat disayangkan karena dalam Undang-
undang Jabatan Notaris sendiri telah secara jelas disebutkan mengenai batas
usia dewasa yaitu 18 tahun. Alangkah baiknya jika terjadi penyeragaman
dalam penentuan batas usia dewasa, sehingga untuk orang yang awam

mengenai hukum dapat merasa terlindungi dengan adanya kepastian hukum.
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diper lenalapy denagan saluran Iystrik dary ---
Perusahaan | i«ly il Megara {(P.l M.) sebesar --
1.300 (seribu Lrgaratus) Watt. saluran air --
ledang «ar « Popneahaan At Mimum (PLA MY, -==
Instalasi perpipaan. rabat Arr Conditioning -
dan saluian Pa)abeta, ter letal di Lantar 9 --
Type A, 'mlt S, Rumal Suenn Taman Sloria, ---
sebagaimana A iinailan lebih 1elas dalam denah
tortamprr famp )y vy 2y i seletah ditanda - -
Fangans - ted pohal paihak fitel (kan pada aste
akte v ter latal ¢ Paerab Fhusus lbukcota -
latarta, W-oiavah takarta Baral, kKecamatan ---

Groaol Petambwn an. kelurahan Tomang, setempat

dilenal <obagai Jalan Kyai Tapa nomer 215. --

J-h-’\hvm herlbuna satuan comah SUstn Lorsebut belum
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’ ;elesai dibanaun. dan pembuat an surat-suratnya ---
yaitu: a.sumal 1man Yavalk huni; —«-ceeao e -
!h,-;mi iCalat Hal Sana Banaunae atas tanah
ll-a-n'r'lnm atas namn prhale portama; Jan - -

\lt.!?(-’el vipilat Halk Matil Atas Satuan Rumah --
qunun atas nama pihall pertama; --~--===---
helum seleanar pembuat.annya serta pembayaran harga-
tual beli tarsebut bhelum lunas <elurvhnya, maka --
penjualan -pembelian Fer <ehutl. bhe lum dapat, ~—---=---
dilaksanatan; --=---=----csmr-meccecr—mecm— s ——oo—
~-bahwa menimagu selesainya satuan rumah susun =----
tersebut dan pembusalan surat-sural tersebut fiatas
dan lunasnya seluruh pembayaran, malta kedua belah-
pihall menear analkan denagan i setujit dan mufakat --
untulk membnal suatu per janjian sebhaaai pengilatan-
untuk jual beli. dalam mana dinvatakan bahwa -----
segera setelah aelesainya saluan rumah susun dan -
pembuatan curai- sural. tercebut diatas dan lunasnva
seluruh pembavaran, pihak ner tama dengan 1ni1- alkan
tetapi untal nantinya berjanii dan mengibat diwri -
menjual saltuan cumah eysun berikul hak atas tanah-
bersama o1 echul keparla pihal kedua, yang -=------
menerangkan denqgan 1ni1 berianji dan sangqup ------

cofmenailal di i memhe)inva fdari pihall pertama.
=Setelah 1u pibalr pihal menarangkan dengap 1N --
telah batestupn dan heymufakat, sebagaimana mereka
menyoluivt dan wemafalali dalam aklLe ini untub - -

membuat suatu perjanjian pengikatan untuk jual ---

heli denaan iretentyan Felentuan sebagai berikut: -

-l ——_———. .

—~ TTc=-=- Pasal 1, -----=---- dekiniih
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L

-Pihak periama dengan 1ni hérinnji ‘lan mengikat --
diri terhadap pihak kedua. untuk seaera etelah --
selesainya satuan rumah <eucun <an pembuatan surat
aurat tersehut. diataas Jan Yunnsnya <o lurith -—----.
pembayaran. melal«analan penjualan pembelian -----
satuan rumah <eusun berthut hak atas tanah bersama-
kepada pihak Fedua, vang menerangkan dengan ini --
berjanii dan menailkat diri untul membelinya dari -
pihak pertama dan dengan ketentuan: --——--==-cs-=-=-
-bahwa satuan rumah cusun tersebut hanya khusus --
dipergunalan sebagai tempat tinggal. -------=--- -
-Pihak kedua tidak boleh merubah dan/atau menambah
bagian-bagian struktur Jdari konstrul<i bangunan --
satuan rumah sucun yang akan mengaanqgguy/ —-—-----=-- -
membahayalan keseimbanaan struktur bangunan rumah-
susun tersabnt . se-es i mcsmce—oo. s niataiedaiainie
----------- ~~-- =~  =- Pacsal 2. --=== —---————e----
Nalam hal 1nacs satuan umah susun sebacaimana ---
tercantum dalam Surat Pemesanan berbeda dengan ---
pengulktiran tosmr Jdari pihal yang berwenang, ------
malra apabila perbedann luas tersebut mengakibatkan
kelebihan dan/at au belurangan luas, dari luas =----~
satuan rumah susun yang tercantum dalam Surat ----
,Pemesanan., mala masing-masing pihal fJibebaskan ---

dari Fewajibar utdulk membayar kelebihan dan/atau -
Felurangan liaea bogenbiil | e o eh e e
- Paanl 3, seee s meccdmeme oo

-Harga peniualan pemhelian alas sattan rumah susun

berikut hat atas tanah bersama tersebut yang akan-

L

dilalukan itn, ~leh kedua belah pihak telah ------
~— -

~
~.
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ditetapkan sekarang ini untul dikemudian hari ----
sebesar U.5.$.3G.017 {Liaapuluh enam ribu tuiuh - -
belas Dollar Amerilka Ser iFat) sudah termasul Paal
Pertambahan Milai dan Sweal 1r7in Mendirikan ----. -
Bangunan, dart prmlab mana pada waktu penanda ----
tanganan alte 1ni telah dibavar oleh pihat kedua -
lkepada pibhak pertama sabesar 5 % ( lima persen) ---
atau uang sebesar UJ,.S.%.1.801 (ser ibu delapanratus
satu Dollar Amerilka Ser ikat) untul pener imaan uang
sejumlah tersebut alte ini dapat juga dipandang --

sebagai Landa terima atau kwilans), -~=--eceec-m—c--

-Uang sisa pembavaran sebesar 95 % (sembilanpuluh-
lima persen) atau uang sebesar U.S$.$.34.216 —-----
(tigapuluh empat ribu duaratus enambelas Dollar --
Amerika Serikat) dibavar oleh pihall kedua kepada -
pihak pertama dalam 19 (sombilanbaelac) bkati -

angsuran bulanan macina-masing sehesar U.S.$.1.711
(seribu tejuhratus «ebalas Dollar Amer ila Serilal)
dan 1 (satu) kali anasuran sebesar U.S5.%$.1.707 ---
(seribu tujuhratus tujuh NDollar Amerita Serikat) -
yang dibayat secara Lunai selambat-lambatnya pada-
tiap-tiap tanggal duapulubh enam, untuk pertama ---
kalinva daibayar pada tLanggal duapuluh enam Ok tober
seribu sembilanratus semhilanpuluh enam ~——-~«---_-—
(26-10-1994) demikian =eltarusnya sehingga dengan -~
demil ian angsuran mana alan berabthir pada tanggal-
duapuluh onam Mod ceribu semhiylan atus sembirlan --

puluh JdJelapan (26=-5-1908), —-m-cee cmne e o -

L

zUntul tiap-Liap peimbayaran angsuran mana akan ---
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“ldiberikan kwitanst tersenditi oleh prhak partama =

P ittt o okl
- -

kepada pihal lFedua.

[ e R

---- PpPasal 5. ===--

— - — v ——— -

t.Datam hal pihak Fedna tidal dapat membavar ----=-

angsuran tepaf. pada wak{unva sesuar dengan -----<-

ketentuan pasn) 1, maky prhalk ledua dikenakan -~~~ -

denda sebosar 17 (=g per tigapuluh) dari & % -
(Vima persen) dari 1um! ih yang ter hutang untubk ---

tiap hari ia lalai. denda ini dapal. Jditagih dan --

harug dibayar dengan sekali lunas, -~--==—=—-=--=--
2.Berkenaan cdengan ketentuan ayat | diatas, —------
setelah pihak pertama memberilan teguran secara ~-
resmi tetapi pihak kedua tetap tidall melaksanalkan-
IFewaiiban untule menaanasur selama 2 (tiga) bulan -
berturut-turut dan tidal melunasi <eluruh --——-—-----
tunggal an (sehegcar tiga kali1 anasuran) hal mana --
cullup dibuktifan denagan Jewalnya waltu, maka pihab
pertama bep hal cecara copirhak membatalkan ~—~---- -
perianiinn ant tanpa diper fakan pembatalan melalga
pengadilan ‘Jengan mony impang/menaqesampingkan ~----
ketentuan pasatl 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang -
Undang Hulum Fejdala. serta pihab pertama hanya ~-
herlkewaiiban antal mepgemhal ilkan |t epada pihal ——~-
ledua <ehaecar 26 v tduamnilnh lima per<en) dari —--
iumialh varg vang telah diceter kan aleh pihak lFedua
leepada pihal- per tamn. i
J.Bi bamana pihal ) edoy hendal meminitdah Langankans-

mengal ihlan bl gtz < atuar yqmah enenm ter sebut

Fapada pihal 1otigapihal taimn, harus disetujui --

“\secm‘a tet it 1o ~leh prhalk pertama rlan pihabl kedua

~
\A
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“ldrikenalan hiayn administrasi aebesal 2.5 %X (dua ~-
setenaah per<en) «dnri harea vana telah ditentuban-

dalam paanl 3 tersebat dialns dan loveus menanda -

tangani surat persetujuan peratihan bak vang -----
bermeterai cullup dihadapan pihak per Ltama dan dalam
hal ini pihalk Fatiga/pihat lain, harus tundub pada
semua svatral cyatat sdan Folentuan-kebentuan datam-
perjanjran ini B i
4.Dalam hal pihal kedua meninggal dunia/dibubartan
sedanal‘an kewajiban-kewajiban dalam perjanjian im
belum dilakaanakan selurvhnya. maka para 3hly ----
waris/ponaganl.i hak pihal kedua yanng sah menurut -
undang-undana dalam janglka wabtu 40 (empatpulub) -
hari seial saal. meninggainya/dibubartannya pihav -
kedua waiib menunjuk dan memberikan tuasa mutlial -
kepada salah seor ang diantaranva untuk mewakili - -
meneruskan kewajiban hukum atau memperoleh hab —--
berdasarkan parianjian int dan membuat surat bubt)
yang bectalian denaan itu dan dapal diselujui oleh
pihak pertama. === —--c--——t e i e e — e e e ---
-Segala biaya vang timbul dan akan Limbul --------
saehubunaan dsngan kearaan diatas., sepenuhnva ---<~-
adatah beban dari ahli waris/pengganti hak pihabk -
kedua sendiri. —=-e=c--cececmmc e mcem e —m—————=-
---------------------- Pasal 6. ---e-ccemm—menm =
-Pihak pertama mengikat dan mewajibkan diri untul-
menyelesailan saluan rumah siusun tersebut. dan ---
pembuatan s Al surad =ahagaimana lersebut diatas-

selambal - Lambalnva pada tanggal delapanbetas --- -

<JDesembey aor thu sembii lani ateas sembidanpuluh ------
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delapan (12-12-1998), ---==- e mm e e
-Bilamana pihak pertama lalai untub memenuhtl ~----
kewajiban tersebul, dalam ayat diatas., hal mana --
cukup dibuktikan dengan lewatnva waklu, ~--=-=--._-
sehingga tidak perlu dibuktilkan dengan surat aipa-
Juru sita atau surat demilkian kekuatannya, maka --
pihak pertama dibori lae